GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD} PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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GUBERNUR SULAWESI UTARA,

bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri, Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19} di
lingkungan  Pemerintah  Daerah, dalam rangka
optimalisasi penggunaan APBD dengan
memprioritaskan pada antisipasi dan penanganan
dampak Covid-19;

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi
Utara Nomor 24 tahun 2019 telah ditetapkan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2020;

bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020 dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi
prioritas pembangunan daerah dan adanya Pandemi
Covid-19 sebagai Bencana Nasional, sehingga perlu
mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor
24 Tahun 2019 dimaksud dalam huruf b;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menefapkan Peraturan Gubernur Sulawes: Utara
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi
Utara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinst Sulawesi Utara Tahun
2020,

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan
Tenggara dan Daerah Tingkat | Sulawesi Utara-Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 2102)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawes: Tenggara
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1
Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawest
Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara 2687);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasionai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintahh Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



Menetapkan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun
2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Provinsi
Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Utara Tahun 2011 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi  Sulawesi Utara Tahun  2014-2034
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun
2014 Nomor 1};

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara {Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor
2);

17. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 24 Tahun
2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR SULAWES] UTARA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
UTARA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI
UTARA TAHUN 2020.

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran Pasal 1 ayat (2} pada Peraturan
Gubernur Sulawesi Utara Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 24 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2019 Nomor 22} diubah
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini
beserta Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.



Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada  tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Utara.

Ditetapkan di Manado
padatanggal 12 Agustus 2020

/V,GUBERNUR SULAWESI UTARA,
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OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado

Pada tanggal 12 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EDWIN/HARMINTO SILANGEN
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWES] UTARA TAHUN 2020 NOMOR 51




